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ABSTRAK :  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh 
Menteri Keuangan; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); 

UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 
2014 No. 92, TLN No. 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 (LN Tahun 
2020 No. 142, TLN No. 6523); Keppres RI No. 15 Tahun 2004; Perpres RI No. 57 Tahun 2020                  
(LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 
(BN Tahun 2019 No. 1745);  

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan mengenai pengelolaan aset eks BPPN yang terdiri atas kewenangan melakukan 
pengelolaan aset, pelimpahan kewenangan, pengelolaan aset kredit, pengelolaan aset properti, 
pengelolaan aset inventaris, pengelolaan aset saham, pengelolaan aset obligasi, pengelolaan aset 
reksadana, pengelolaan aset nostro, dan pengelolaan aset transferable member club. 

Diatur pula ketentuan mengenai penatausahaan aset, penentuan adanya dan besarnya utang 
debitur, restrukturisasi aset, penjualan aset, penyertaan modal negara, penyerahan pengurusan 
kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara, pembayaran utang dalam bentuk aset, eksekusi 
barang jaminan, pengajuan usulan penghapusan, penjualan melalui lelang/tanpa melalui lelang, 
pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi, hibah, penetapan status penggunaan, izin 
menempati sementara, pemanfaatan, pelaporan, penyerahkelolaan kepada PT PPA (Persero), 
hasil pengelolaan aset, penanganan perkara, Standar Operasional Prosedur, Surat Keterangan 
Pelunasan Debitur, Aplikasi Permohonan Pelepasan Dokumen, Aplikasi Permohonan Pelepasan 
Permanen Dokumen, penerbitan roya, pencabutan pemblokiran,  pengangkatan sita atas aset 
yang telah diselesaikan, dan ketentuan peralihan proses pengelolaan aset yang telah dilakukan 
sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan; dan  
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan 

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2018,  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2020. 

  -   Lampiran halaman 92 -93. 

 


